
bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Nias Tahun Anggaran 2015, perlu di arur ketentuan 
besaran pembiayaan dalarn pelaksanaan dan 
pengelolaan keuangan daerah sorta dalam rangka 
pengadaan barang/jasa Pemerintah; 

b. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyeragarnan 
besaran pembiayaan dalarn pelaksanaan dan 
pcngclolaan keuangan dacrah serta dalarn rangka 
pengadaan barang/jasa d~ hrsgkup Pemerintah 
Kabupatcn Nias, maim dihutuhkan Slander Biaya 
daJam pelaksanaan dan pengelolaannya; 

t~. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimann 
dimakaud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Standar 
Satuan Harga Biaya Umum. Barangj Perlengkapan 
Kantor Kebutuhan Pernerintah, Bahan Non Konstruksi 
dan Bahan Konstruksi serta Analisis Standar Belanja 
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015; 

BUPATI NIAS, 

DENGAN' JtA}IMAT TUHAN YANG MAH.A ESA 

Menimbar:g 

STANDAR SATUAN BARGA BIAVA UMUM, BARA.NG/ 
PERLENGKAPAN KANTOR KEBUTUHAN PJtMERINTAH1 

BAHA.lf NON KONSTRUKSI DAN BARAN KONSTRUKSI 
SERT.A ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERJNTAH 

KABUPATEN NlAS TAHON ANGGA.RA.N 2015 

TENT ANO 

PERATURAN BUPATI JOAS 
NOMOR 32 TAHUN 2014 

SERI: lit 

BERJ:TA DAERAH 
KABUPATEN NIAS 
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: l. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang 
Pernbentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
[Lembaron Negara Repubiik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor l092); 

2. Undang-Undang Nornor 18 Tahun 1997 tentang .Jasa 
Konstruksi [Lembaran Negara. Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3833); 

3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisrue [Lembaran Negara 
lcepublik Indonesia 'rahun f.999 Nomor 7f., Tarnbahan 
Lembarao Negara Republik Indonesia Nornor .385-1}; 

4. Undang-Undang Nomor l ? Tanun 2003 tentang 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

f;i, Undang-Uudang Nomor 15 'rahun 2C04 tentang 
Pemeriksaan Pcngelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemeti.ntahan Daerah [Lernbaran Negara. Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lemharan Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 t 1 tcntang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia 1:'ah\m 2011 
Nc,mor 82, Tainbahan Lembaran Nt,g'"'J'.'i-l Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

Mengin~at 



10. Undang-Undang Norum· 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587}, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tcntang Perubahan atas Undang-Undang Nornor 
23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah 
(Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246t Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Nomor 5589); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tcntang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956}; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pernbinaan Jasa Konstruksi 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
I ndonesia Nornor :3957}: 

13. Peraturan Pemerintah Nornor 106 Tahuu 2000 tentang 
Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pernbantuan 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomcr 203, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4023); 

14. Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4029); 

15. Peraturan Pem.erintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575}; 

i 6, Peraturan Pemerintah Nomor 5:8 Tt:Jrn11 2CiD:5 ter:tafi~: 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140~ 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4578); 



1 7. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang 
Pedornan Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah [Lernbaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

18. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 78, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

19. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, 
Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran 
Ncgani Republik Indonesia Nomor 472.7};· 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4741); 

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pernerintah, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemcrintah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 
tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, 
scoagahnana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraruran Menteri Dalam · Negeri Nomor 21 
Tahi . .m 2011 tcntang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Dacrah; 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor l Tahun 20 H, 
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah; 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 

· 2015; 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 

2008 tentang Urusan Pernerintahan Wajib dan Pilihan 
yang menjadi Kewenangan Pernerintahan Daerah 
Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias 
Tahun 200& Nornor 12 Seri E, Tambahan Lernbaran 
Daerah Kabupaten Nias Nomor 1:3}; 

'27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 'rahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Nias (Lernbaran Daerah 
Ka bu paten Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri D, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias 
Nornor 7); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas 
Daerah KJ.hup-at:e!l. Nias (Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D .. Tambahan 
Lernbaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata. Kerja Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Nias [Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2008 Nornor 8 Seri D, 
Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten Nias Nornor 
9); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 
dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 Seri 0,. 
Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten Nias Nornor 
10); 

30. Peraturan Daerah Kabuparen Nias Norncr to Tahun 
2008 terrtarig Organ.isu.t:d dart Tara Kerja Badar. 
Pelayanan Perizirian Terpadu Kabupaten Nias 
(Lembaran Daerah Kalrupaten Nias Tahun 2008 Nomor 
10 Seri D, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten 
Nias Nomor 1 l); 



Pernerintah adalan 
unruk pengadaan 

(Jr Margi;;_ Barang/Pertengkapan K-':!utoi' Kebutuhan 
standar harga tertinggi yang diaiokaslkan 
harang/ perlengkapan kantor. 

,4) Harga Bahan Non Konstruksi adalah standar harga tertinggi yim.g 
dialokaeikan untuk perigadaan barang/jasa non kcmstruksi. 

(l) Standar Satuan Harga Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari 
pembiayaan dalarn pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah serta 
dalam rangka pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Nias yang diperlukan untuk mernperoleh keluaran tcrtentu 
dalarn rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja, 

12 i:~tandm· &Mua.n Harr:a Biay:.'i ··rrrnm. adalah standar biaya tc~'1inggi yang 
dialokasikan untuk pcngelolaan dan pendukung kegiatan-kegiatan 
rcrtentu ya1H~ dilaksanakaa. 

Paaal 3 

(I} Standar Satuan Harga Biaya Umum, Barang/Perlengkapan Kantor 
Kcburuhan Pernerintah, Bahan Non Konstruksi dan Bahan Konstruksi 
serta Analisis Standar Belanja Pemerintah Kahupaten Nias Tahun 
Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal J di a.t.ai;, diuraikan 
dalam 5 [lima] Iampiran antara lain: 
I. Lampiran I : Srandar Biava Umurn. 

Lampi ran Ia : Penjelasan Standar Biaya Urn um. 
2. Larnpiran H : Hurga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan 

. Pernerintah. 
:i. Lampiran UI : Harga Bahan Non Konstruksi. 
4. Lampiran JV : Harga Bahan Konstruksi. 
5. Lampiran V '. Analisie Standar Belanja. 

(2) Lampiran 1 s/d V sebagaimana dimaksud pade ayat (1) merupakan satu 
kesaruan yang tidak terpisankan dengan Peraturan B·upad Nias ini, 

[I] Stander S,?,.tlll:m Harga Biaya Umum, Barang/Perlcngkapan Kantor 
Kebutuhan Pernerintah, Banan Non Konstruksi dan Bahan Konstruksi 
serta Analisis Standar Belanja . Pernerintah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran ,;!015, ditetapkan dengan J>eraturan Bupati Nias irri. 

(2) Standar Satuan Harga Biaya Umum, Barang/Perlengkapan Kantor 
Kebutuhan Perucrintah, Bahan Noll Konstruksi dan Bahan Konstruksi 
serta Analisis Standar Belanja Pernerintah Kabupaten Nias Tahun 
Aaggaran 2015, sebagaimana dirnaksud pada ayat 0) tercanturn dalam 
Lampiran Peraturan Bupati Nias ini sebagai bagian yang tidak 
terpisankan. · 

:Pual l 



(1) Jenis dan harga Pengadaan Barang Perlengkapan Kantor Kebutuhan 
Pemerintah, Bahan Non Konstruksi dan Bahan Konstruksi yang belum 
diatur dalam Peraturan ini dan tidak termasuk dalam penayangan daftar 
barang beserta spesifikasi dan harganya yang ditetapkan oleh Kepala 
LKPP melalui sistim E-Catalogue, agar dalam pengadaannya terap 
mengacu pada jenis dan harga yang sedang berlaku dipasaran. 

(2} Dalam ha1 pengadaan barang/jasa pernerintah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) peuavangan daftar barang he sert · spesifikasl dan harganya 
ditetapkan cleh Kepala LKPP, dalam pelaksanaannya agar tetap 
memperhatikan daftar barang bcserta spesifikasi dan harganya pada 
sistirn E·C talogue elektronik dengan alamat M!JllW,ka!_a.log._1.Jgw_.go.tlf, 
secara berkala, mengmgat burang ocscrta spesliikasi dan harganya terap 
rnengalami per ubahan. 

Pasa.14 

O rang/Triwulan 
·orang/Semester 

Orang/,)am 
Orang/Harl 
Orang/Bulan 
Orang/Tahun 
Orang/Pak et 
Orang/ Kegiatan 
Orang/Responden 
Orang/Terbit 

(5) Harga Bahan Konstruksi adalah standar harga tertinggi yang 
dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa konstruksi. 

(6) Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja 
dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. 

(7) Pelaksanaan Pengadaan Barang/ .Jasa dcngan Swakelola adalah 
Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan 
dan/atau diawasi sendiri oleh penanggung jawab anggaran, instansi 
pemerintah lain dan/ a tau kelompok rnasyarakat. 

(8) Pengertian / istilah Standar Satuan Harga Biaya Umum Tahun Anggaran 
2015 sebagaimana dimaksud pada Larnpiran 1 s/d V Peraturan Bupati 
Nias ini adalah. 
l. OJ 
2. OH 
3. OB 
4. OT 
5. OP 
6. OK 
7. OR 
8. Oter 
Y. Otw 
10. Osmt 



Peraturan Bupati Nias ini berlaku untuk ·ra1tun Anggaran 2015. 

Parsa! 7 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati NiaH ini, maka Peraturan Bupati 
Nias Nornor 38 Tahun 2013 tentang Stander Biaya Umum, Harga 
Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pernerintah, Harga Bahan Non 
Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja 
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014 (Berita Dacrah. 
Kabupatno Nias Tahun 2013 Nomor 218 ~;eri '. E), sebagaimana telah 

· dlubab beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Nornor 29 
Tahun 2014 tentang Perubahan Kcdua atas Peraturan Bupati Nias 
Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum, Harga 
Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non 
Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja 
Pernerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 125 Seri: E) dicabut dan dinyatakan 
tid.ak berlaku lagi. 

(2) Khusus perencanaan kegiatan konstruksi yang teiah direncanakan 
dengan mengacu pada harga bahan konstruksi sesuai dengan Peraturan 
Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013 ten tang Standar Biaya Umum, Harga 
Barang/ Perlengkapan Kantor Kebutuhan. Pemerintah, Harga Bah an Non 
Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja 
Peruerlntah Kab paten Nia Tahun Anggaran 2014 beserta 
perubahannya, sebelum proses pengadaannya dapat di.lakuka.n 
penyes uaian dengan rnengacu pada standar harga peogaoaan 
baranc/jasa konstruksi pada Peraturan Bupati Nias ini. 

Pasal 6 

H al-hal yang belum cukup diatur dalam Persturan Bupati Nias ini, akan 
diatur Iebih !.::..;jut dengan Kepuli.h::..H Bup1:t.ti Nla.~. 

P} Pengadaar Barang Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Bahan 
Non Konstruksi dan Bahan Konstruksi sebagairnana dimaksud pada 
ayat ( l)., jenis dan harga Pengadaan Barang Perlcngkapan Kantor 
Kebutuhan Pernerintah, Bahan Non Konstruksi dan Bahan Konstruksi 
yang belum diatur dalam Peraturan ini dalarn pelaksanaannya menjadi 
tanggungjawab penuh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD) 
sebagai Pengguna Anggaran. 



BERITA DABRAH KABUPATElf IRAS T'AJIU.ll( 2014 IIOIIOR : 128 SERI ~ & 

j"\ 

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 15 Desember 2014 

SEKRBTARIS DAERAB KABUPATU Jf.IAS. 

SOKHIATULO LAOLI 

ttd 

. BUPATl NIAS, 

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 15 Desember 2014 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalatn Berita Daerah 
Kabupaten Nias. 


